5.1.

BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil Praktek

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara daring pada

tanggal 4 Januari 2021 — 22 Januari 2021 serta praktek secara langsung

di Apotek Pijar Madiun pada tanggal 25 Januari - 5 Februari 2021,

adalah sebagai berikut:

1.

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang dilaksanakan
secara daring dan praktek secara langsung di Apotek Pijar dapat
memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, posisi dan
tanggungjawab Apoteker dalam pelayanan di apotek.

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dapat membantu calon
apoteker untuk memperoleh wawasan, keterampilan, dan
pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun,
calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengetahui
kondisi dan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan sebagai
bekal dalam dunia kerja.

Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar,
calon apotek dapat berlatih dalam berkomunikasi dengan pasien
untuk mendukung kebutuhan praktek kefarmasian yang akan

dilakukan kedepannya.
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Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek

Kerja Profesi Apoteker secara daring dan praktek langsung di Apotek

Pijar Madiun adalah:

1.

Calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan
mengenai potensi obat, nama dagang obat, dan jenis sediaan obat
dengan lebih luas, serta melatih komunikasi dengan lebih baik
agar pelayanan kefarmasian yang dilakukan saat PKPA dapat
dilakukan dengan lebih lancar dan optimal.

Penandaan pada rak penyimpanan obat di apotek sebaiknya perlu
memperhatikan penandaan LASA dan High Alert, serta
penambahan label yang diberikan pada sediaan, seperti label
‘Harus dihabiskan’ untuk sediaan antibiotik.

Peningkatan kegiatan pendokumentasian Patient Medication
Record, Pemantauan Terapi Obat serta Home Pharmacy Care

sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.
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